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ABSTRACT

        To determine and implement administrative sanctions against employers who commit offences taxable i.e. by having SUCH control card (the notice) the payment of the VAT. With a look of such supervision and payment card the VAT, held eksaminasi i.e. researching a single receipt of SPM (the notice period) and then separates the timely report SPM and SPM report late.

If a taxable entrepreneur did not carry out his obligations properly,then as the construction of the directorate  general of  taxation will issue some form of administrative sanction, either in the form interest, fines or ascension.

     On the issue of the legal consequences of  sanctions implementation, then the question will be to how far the influence of administrative sanctions against employers taxable in performing the duty of taxation . Based on the data that can be run during auto summary research author turns out situations and conditionshave enabling employers taxable left well enough alone in carrying out its oligations in accordance with a system of self  just my assessment. This is due to the awareness of employers still felt less taxable and still need guidance and coaching from the directorate general of taxes regularly and continuosly. 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bahwa sasaran daripada pembangunan nasional adalah ditujukan untuk mencapai Trilogi Pembangunan Nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional. Pemerataan pembangunan sebagai salah satu aspek penting dari kedua aspek Trilogi Pembangunan Nasional yang lainnya, juga harus diupayakan semaksimal mungkin sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan dan pada gilirannya akan menunjang tercapainya tujuan pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan adanya dana yang besar. Salah satu sumber dana di dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah berasal dari sektor perpajakan. Di negara Indonesia, kita mengenal beberapa jenis pajak misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dari berbagai jenis pajak tersebut, penulis dalam penulisan ini menitikberatkan pada Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa.

Pajak penjualan yang kita kenal selama ini seperti diketahui telah dilaksanakan sejak tahun 1951 yaitu dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953.

Dalam pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian telah banyak sekali dilakukan perubahan baik bersifat penyempurnaan maupun tambahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 yaitu pengenaan Pajak Penjualan atas impor barang ke dalam daerah pabean Republik Indonesia. Beberapa sifat yang kurang menguntungkan dari Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 yaitu adanya pengenaan yang berkali-kali terhadap penyerahan suatu barang maupun jasa dan adanya berbagai tarif serta berbagai macam kebijaksanaan dalam penerapannya, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Akibat dari berbagai macam keadaan di atas dan adanya efek berganda dalam pemungutan, maka menimbulkan gangguan yang kurang sehat pada pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan menjurus pada penghambatan laju pembangunan.

Menyadari kekurangan yang ada atau akibat-akibat yang timbul karena tidak sesuainya lagi sistem pemungutan Pajak Penjualan Tahun 1951 serta dengan maksud ingin menggerakkan peran serta semua lapisan Pengusaha Kena Pajak dalam meningkatkan pendapatan negara, maka Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 1985. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 mengatur secara tegas dan terperinci siapa-siapa yang digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apa saja yang disebut Barang Kena Pajak dan Sistem Pemungutan dilaksanakan dengan sistem tarif tunggal.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, diharapkan dapat menampung kegiatan masyarakat dan tercapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.
Efek berganda dari pemungutan pajak seperti yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 dapat dihilangkan, oleh karena Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar selisih antara pajak yang harus dipungut dan jumlah pajak yang telah dibayar. Disamping itu, undang-undang ini mengandung unsur mendidik dan membina kesadaran serta tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak dengan memberikan kepercayaan untuk memungut dan menyetorkan sendiri pajak yang terhutang kepada negara.

Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya Pengusaha Kena Pajak atau masyarakat wajib pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan teratur dan benar, sehingga diperlukan tindakan-tindakan yang bernuansa pengawasan dan pembinaan atau adanya penerapan sanksi administrasi terhadap Pengusaha Kena Pajak atau masyarakat wajib pajak.
Dengan adanya penerapan sanksi administrasi yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa ini diharapkan akan mempunyai pengaruh yang besar khususnya terhadap Pengusaha Kena Pajak guna melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak antara lain :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan pasal  2 Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007   bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tersebut melaporkan usahanya juga untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

2. Membuat Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

3. Membuat Nota Return dalam hal terdapat pengembalian Barang Kena Pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 bahwa PPN dan PPn Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Barang Mewah yang dikembalikan (return) dapat dikurangkan dari pajak terhutang dalam masa pajak pada saat pengembalian Barang Kena Pajak tersebut dilakukan.

4. Melakukan pencatatan/pembukuan mengenai kegiatan usahanya

5. Menyetorkan pajak yang terhutang

6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan perhitungan pajaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN.
Akan tetapi kenyataannya banyak sekali Pengusaha Kena Pajak yang tidak membayar pajak dan ini sangat merugikan keuangan negara sehingga pemasukan negara menjadi berkurang atau sedikit. Misalnya Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam kenyataannya telah melakukan suatu pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak, disamping itu juga diwajibkan untuk menyetorkan pajak yang menjadi kewajibannya.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PELAKSANAAN  SANKSI ADMINISTRASI PAJAK YANG DIJATUHKAN TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BELUM MENYELESAIKAN PEMBAYARAN PAJAK”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sanksi administrasi pajak yang dijatuhkan terhadap Pengusaha Kena Pajak dan apa sajakah akibat hukum penerapan sanksi terhadap Pengusaha Kena Pajak.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi administrasi pajak yang dijatuhkan terhadap Pengusaha Kena Pajak ?

2. Apa sajakah akibat hukum penerapan sanksi terhadap Pengusaha Kena Pajak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.
b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.
D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :
a. Penelitian Yuridis Normatif
Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Yuridis Sosiologis ( Empiris ). 
Yaitu penelitian langsung dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.

c. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak.
BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA
A. Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Yang Dijatuhkan Terhadap Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, maka atas pelaksanaan sanksi administrasi pajak dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan sanksi administrasi pajak ini dikenakan terhadap para Pengusaha Kena Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sejalan dengan perkembangan yang ada dimana dalam ciri dan corak sistem pemungutan pajak anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhitung.

2. Namun demikian aparatur perpajakan tetap diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah pembinaan khususnya terhadap Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar berupa pengenaan sanksi administrasi.

3. Langkah pertama untuk menentukan dan menerapkan sanksi administrasi terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pelanggaran yaitu dengan memiliki kartu pengawasan SPT (Surat Pemberitahuan) pembayaran Masa PPN. Dengan melihat dari kartu pengawasan SPT dan pembayaran Masa PPN, diadakan eksaminasi yaitu meneliti tunggal penerimaan SPM (Surat Pemberitahuan Masa) kemudian memisahkan SPM yang tepat waktu lapor dan SPM yang terlambat lapor. Seperti telah diketahui bersama bahwa SPT (Surat Pemberitahuan) baik berupa SPT pembayaran Masa maupun SPT Tahunan adalah merupakan alat komunikasi antara Pengusaha Kena Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak setempat. Sebab dengan melalui SPT akan dapat diteliti apakah Pengusaha Kena Pajak telah melakukan :
a. Pelaporan dengan benar

b. Tepat waktu

c. Pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

4. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka sebagai langkah pembinaan Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan beberapa bentuk sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi dapat berupa :

a. Bunga

Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

b. Denda

Sebagai tindak lanjut dari Pengusaha Kena Pajak yang terlambat lapor dan menyetor adalah pengenaan sanksi denda sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 yaitu “apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebesar Rp. 50.000,00 dan atas keterlambatan Surat Pemberitahuan Tahunan sebesar               Rp. 100.000,00.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa dimana SPT Masa PPN harus disampaikan paling lambat tanggal 20 setiap bulan laporan (sesuai pasal 7 UU No. 9 Tahun 1994), maka atas keterlambatan SPT Masa yang dimaksud dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp. 50.000,00 setiap bulan.

Sedangkan atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) untuk jenis pajak penghasilan dimana SPT Tahunan tersebut harus sudah dimasukkan paling lambat pada tanggal 31 Maret pada setiap akhir tahun pajak, maka atas keterlambatan yang dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 dengan jalan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan tersebut.

c. Kenaikan
Pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak selain dikenakan sanksi berupa bunga dan denda juga dikenakan sanksi berupa kenaikan. Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya yaitu :
· Untuk jenis pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, sanksi kenaikan sebesar 50%.

· Untuk jenis pajak penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain, sanksi kenaikan sebesar 100%.

· Untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa, sanksi kenaikan sebesar 100%.7)
B. Akibat Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Pengusaha Kena Pajak.

Pada dasarnya penerapan sanksi administrasi dengan apa yang penulis kemukakan pada bab terdahulu bahwa tujuan utama daripada pengenaan sanksi administrasi adalah dalam rangka untuk melakukan pembinaan kepada para Pengusaha Kena Pajak supaya dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Walaupun Pengusaha Kena Pajak sudah dikenakan sanksi administrasi, tetapi Pengusaha Kena Pajak itu tetap tidak melaksanakan sanksi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian Direktorat Jenderal Pajak tetap melaksanakan Law Of Inforcement yang lebih baik. Artinya terhadap para Pengusaha Kena Pajak yang tetap tidak mematuhi pelaksanaan ketentuan sanksi administrasi, sebagai langkah pembinaan maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan langkah-langkah lanjutan berupa usulan pemeriksaan.
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap para Pengusaha Kena Pajak ini untuk mengetahui secara jelas aktivitas-aktivitas para Pengusaha Kena Pajak sesuai fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yaitu :

a. Apabila ada unsur kesengajaan dimana mengandung unsur pidana fiskal, maka terhadap para Pengusaha Kena Pajak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang    No. 9 Tahun 1994.
b. Jika tidak ada unsur kesengajaan tetapi mengandung maksud ke arah pidana fiskal, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil langkah-langkah ini berupa pengeluaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan yang artinya Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil suatu keputusan pengenaan pajak berdasarkan data-data dan fakta di lapangan secara benar serta pengenaan sanksi apakah itu berupa sanksi bunga, denda, kenaikan yang sesuai dengan bobot daripada data-data yang diperlukan di lapangan.

Mengenai masalah akibat hukum penerapan sanksi, maka akan timbul pertanyaan sampai seberapa jauh pengaruh sanksi administrasi terhadap Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data-data yang bisa penulis rangkum selama menjalankan penelitian ternyata situasi dan kondisi belum memungkinkan Pengusaha Kena Pajak dibiarkan begitu saja dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem self assessment.
Hal ini disebabkan kesadaran Pengusaha Kena Pajak masih dirasakan kurang dan masih memerlukan bimbingan dan pembinaan dari Direktorat Jenderal Pajak secara rutin dan terus menerus. Dalam pelaksanaan Law Of Inforcement telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa unsur 3p yaitu pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi harus dilakukan secara terpadu. Sebab meskipun telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus tetapi tidak dilakukan penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan, maka unsur pengawasan dan pembinaan akan sia-sia. Makna penerapan sanksi apabila kita mengkaji secara terperinci juga akan menggambarkan sifat daripada pengertian pajak itu sendiri dimana iuran atau pungutan itu sendiri mengandung unsur-unsur dapat dipaksakan.

Pengertian unsur dapat dipaksakan berarti harus ada sarana penerapan sanksi. Untuk hal tersebut, maka sarana penerapan sanksi bukan bertujuan semata-mata untuk menghukum Pengusaha Kena Pajak karena lalai menjalankan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi bertujuan untuk membina agar Pengusaha Kena Pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara benar dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ada.
BAB III
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan dan menerapkan sanksi administrasi terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pelanggaran yaitu dengan memiliki kartu pengawasan SPT (Surat Pemberitahuan) pembayaran Masa PPN. Dengan melihat dari kartu pengawasan SPT dan pembayaran Masa PPN, diadakan eksaminasi yaitu meneliti tunggal penerimaan SPM (Surat Pemberitahuan Masa) kemudian memisahkan SPM yang tepat waktu lapor dan SPM yang terlambat lapor. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka sebagai langkah pembinaan Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan beberapa bentuk sanksi administrasi, baik berupa bunga, denda maupun kenaikan.

2. Bahwa mengenai masalah akibat hukum penerapan sanksi, maka akan timbul pertanyaan sampai seberapa jauh pengaruh sanksi administrasi terhadap Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data-data yang bisa penulis rangkum selama menjalankan penelitian ternyata situasi dan kondisi belum memungkinkan Pengusaha Kena Pajak dibiarkan begitu saja dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem self assessment. Hal ini disebabkan kesadaran Pengusaha Kena Pajak masih dirasakan kurang dan masih memerlukan bimbingan dan pembinaan dari Direktorat Jenderal Pajak secara rutin dan terus menerus.
B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi di kalangan Pengusaha Kena Pajak perlu harus lebih ditingkatkan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan yang ada melalui media penyuluhan perpajakan baik melalui media tatap muka, media cetak maupun media elektronik.
2. Dalam pelaksanaan reformasi perpajakan perlu adanya transparansi/keterbukaan dalam mengatur tata cara perpajakan terutama yang mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak supaya ada jaminan untuk dilaksanakan dengan mengatur sanksinya apabila aparatur pajak tidak melaksanakannya.
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